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ABSTRAK 

 Illegal, Unregulated and Unreported Fishing atau IUU Fishing membuat 

Indonesia harus meningkatkan penguatan terhadap hukum nasional. IUU Fishing 

yang melibatkan kapal asing termasuk kedalam kejahatan transnasional yang 

menjadi isu global. Indonesia mengatur masalah perikanan pada Undang-Undang 

No. 31 Tahun 2004 juncto Undang-Undang. No. 45 Tahun 2009 tentang 

perikanan. Salah satu hukuman yang dijatuhkan adalah penenggelaman kapal 

pelaku, akan tetapi dalam penegakannya dilapangan masih menjadi kontra terkait 

lingkungan sehingga muncul pernyataan bahwa kapal-kapal asing milik pelaku 

IUU Fishing akan dihibahkan ke nelayan lokal. Penulis tertarik untuk mengulik 

lebih jauh lagi apakah hukuman penenggelaman kapal masih sesuai dan masih 

berlaku ataukah dengan dihibahkannya kapal ke nelayan lokal tindakan tersebut 

tidak berlaku, melihat bahwa dalam Pasal 69 Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 

tentang perikanan diatur pasal penenggelaman kapal. Selanjutnya, Penegakan 

Hukum kejahatan transnasional Illegal, Unregulated and Unreported Fishing di 

Indonesia akan ditinjau dalam Hukum Laut Internasional untuk melihat 

penanganan kejahatan ini lebih lanjut sebagai rangkaian penegakan hukum. 

Dengan begitu, penelitian ini akan mengangkat bagaimana penegakan hukum 

transnational organized fisheries crime di Indonesia terkait dengan penanganan 

IUU Fishing ditinjau dari hukum laut internasional. 

 Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (library research). Pedekatan 

dalam penelitian ini menggunakan yuridis-normatif yakni dengan banyak 

mempelajari dan menganalisis data primer dengan data sekunder yang berisi 

bahan hukum sekunder dan bahan hukum primer. Teori yang digunakan untuk 

menjawab rumusan masalah dalam skripsi meliputi teori penegakan hukum, teori 

kedaulatan dan teori keadilan. 

 Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, Dalam menangani Kejahatan 

transnasional Illegal, Unregulated, and Unreported Fishing Indonesia telah 

menjalin hubungan bilateral dan membentuk Undang-Undang No. 45 tahun 2009 

tentang perikanan. Direktorat Jenderal Pengawas Sumber Daya Kelautan dan 

Perikanan masih melakukan penenggelaman kapal tetapi hanya bagi kapal-kapal 

yang melawan, sebab biaya dan faktor lingkungan mempengaruhi berjalannya 

kegiatan tersebut. Opsi dihibahkanya kapal diambil demi membantu kesejahteraan 

masyarakat pesisir. Pilihan tersebut muncul sebab melihat masih banyak wilayah 

di indonesia yang membutuhkan transportasi air ini. Dengan itu, ditegaskan 

bahwa hukuman penenggelaman kapal pada pasal 69 Undang-Undang 45 Tahun 

2009 tentang perikanan hanya dilakukan bagi kapal-kapal yang melawan.  

Kata Kunci: IUU Fishing, Kejahatan Transnasional, Penegakan Hukum 
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ABSTRACT 

 Illegal, Unregulated and Unreported Fishing or IUU Fishing requires 

Indonesia to increase the strength of national law. IUU fishing involving foreign 

vessels is a transnational crime which is a global issue. Indonesia regulates 

fisheries issues in Law no. 31 of 2004 juncto Law. No. 45 of 2009 concerning 

fisheries. One of the punishments handed down was the sinking of the offender's 

boat, however in enforcement in the field it is still contra-related to the 

environment so that statements emerged that foreign vessels owned by IUU 

fishing actors would be donated to local fishermen. The author is interested in 

exploring further whether the punishment for sinking ships is still appropriate and 

still valid or by granting ships to local fishermen this action is not valid, seeing 

that in Article 69 of Law No. 45 of 2009 concerning fisheries regulates the sinking 

of ships. Furthermore, Law Enforcement of Illegal, Unregulated and Unreported 

Fishing transnational crimes in Indonesia will be reviewed in the International 

Law of the Sea to see further handling of this crime as a series of law 

enforcement. That way, this research will raise how the law enforcement about 

transnational organized fisheries crime in Indonesia is related to the handling of 

IUU Fishing in terms on international maritime law. 

 This research is a library research. The approach in this research uses 

juridical-normative, namely by studying and analyzing primary data with 

secondary data which contains secondary legal materials and primary legal 

materials. Theories used to answer the formulation of the problem in the thesis 

include the theory of law enforcement, the theory of sovereignty and the theory of 

justice. 

 Based on the research conducted by the author, in dealing with illegal, 

unregulated and unreported fishing transnational crimes, Indonesia has 

established bilateral relations and established Law no. 45 of 2009 concerning 

fisheries. The Directorate General of Marine and Fishery Resources Supervision 

is still sinking ships, but only for ships that resist, because costs and 

environmental factors affect the course of these activities. The ship grant option 

was taken to help the welfare of coastal communities. This choice arises because 

we see that there are still many regions in Indonesia that need this water 

transportation. With that, it is emphasized that the punishment for sinking ships in 

Article 69 of Law 45 of 2009 concerning fisheries is only carried out for ships that 

resist. 

Keywords: IUU Fishing, Transnational Crime, Law Enforcement 
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MOTTO 

“Sabar, Sabar, Sabar, Kamu Bisa, you are not alone. God always be with you, 

trust Him” 

“Anyone can take your life, but not what you believe in. Think your own 

thoughts, don’t let them do it for you” 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 Transnational Organized Crime atau Kejahatan transnasional merupakan 

bentuk kejahatan antar negara atau beberapa negara dengan melewati perbatasan 

yang menyebabkan pemerintah harus ikut campur. Jaringan kejahatan 

transnasional memiliki motif untuk mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya 

dan memanfaatkan segala jenis kemungkinan untuk mencapai tujuan tersebut. 

Bentuk kejahatan ini menjadi perhatian dunia sehingga muncul konvensi 

internasional yang dikenal dengan United Nation Convention against 

Transnational Organized Crime atau selanjutnya bisa disebut UNTOC. Dalam 

pasal 1 UNTOC disebutkan bahwa; 

“The purpose of this Convention is to promote cooperation to prevent and 

combat transnational organized crime more effectively.”1 

 Kegunaan dari konvensi internasional ini adalah mengatur dan mengatasi 

kegiatan kejahatan transnasional. UNTOC memaparkan dengan jelas bahwasanya 

kejahatan transnasional terlihat sebagai kejahatan yang dilakukan oleh lebih dari 

tiga orang atau lebih yang dilakukan dalam beberapa waktu yang membuat 

kerugian terhadap suatu negara demi mendapatkan keuntungan.2 Dalam UNTOC 

disebutkan bentuk kejahatan transnasional dalam pasal 3 (2) yang dipaparkan 

sebagai berikut; 

 
1 General Assembly Resolution 55/25 Of 15 November 2000 United Nations Convention 

Against Transnational Organized Crime, Pasal 1. 

 2 Phelps Bondaroff, Teale N., Reitano, Tuesday Dan Van Der Werf, Wietse, The Illegal 

Fishing And Organized Crime Nexus: Illegal Fishing As Transnational Organized Crime. (The 

Global Initiative Against Transnational Organized Crime and The Black Fish, 2015), hlm 40. 
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“For the purpose of paragraph 1 of this article, an offence is transnational 

in nature if; (a) It is committed in more than one State; (b) It is committed 

in one State but a substantial part of its preparation, planning, direction or 

control takes place in another State; (c) It is committed in one State but 

involves an organized criminal group that engages in criminal activities in 

more than one State; or (d) It is committed in one State but has substantial 

effects in another State.”3 

 Kejahatan transnasional melibatkan lebih dari satu negara yang 

menyebabkan dampak kerugian bagi salah satu negara yang terlibat. Kejahatan 

transnasional dapat terjadi dalam beberapa bidang salah satunya bidang perikanan. 

Bidang perikanan menjadi salah satu kemungkinan terbesar untuk melakukan 

kejahatan transnasional melalui perikanan. Kejahatan perikanan yang dimaksud 

ialah Illegal, Unreported and Unreggulated Fishing atau selanjutnya disebut IUU 

Fishing dengan kegiatan yang melanggar ketentuan regulasi internasional maupun 

nasional.4 Illegal Fishing codong kepada kegiatan yang melanggar hukum 

domestik suatu negara yang dapat terjadi kedalam beberapa bentuk.5 Kejahatan 

terhadap perikanan terjadi tidak hanya di pantai tetapi juga didarat. Bentuk-bentuk 

kejahatan perikanan berkaitan dengan Illegal Fishing seperti alih muatan dalam 

kapal ke kapal lain di lautan, penyeludupan hasil tangkapan ikan, segala bentuk 

perencanaan untuk melakukan Illegal fishing, dan bertukar hasil tangkapan ikan 

dengan nelayan asing.6  

 
 3 General Assembly Resolution 55/25 Of 15 November 2000 United Nations Convention 

Against Transnational Organized Crime, Pasal 3 ayat (2) 

 4 Gohar A. Petrossian, The Last Fish Swimming: The Global Crime Of Illegal Fishing. 

(California : Praeger.2019), hlm. 23. 

 5 Emma Witbooi, K.-D. Ali, dan M.A. Santosa. Organised Crime In The Fisheries Sector. 

(Washington, Dc: World Resources Institute,2020), hlm. 13.  

 6 Patrick Vrancken, Emma Witbooi, Dan Jan Glazewski. “Introduction And Overview: 

Transnational Organized Fisheries Crime”. Journal Marine Policy, No.105. (2019), hlm 118. 
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 Illegal fishing yang terjadi di berbagai belahan dunia membuat Indonesia 

tidak mau ketinggalan untuk melakukan ratifikasi dalam Undang-Undang No. 5 

Tahun 2009 tentang Pengesahan United Nations Covention Against Trasnational 

Organized Crime, Indonesia juga menjadikan United Nations Convention on The 

Law of The Sea atau kemudian seterusnya disebut dengan UNCLOS yang 

kemudian di ratifikasi kedalam Undang-Undang No. 17 Tahun 1985 tentang 

Pengesahan United Nations Covention on The Law of The Sea sebagai rujukan 

dalam membuat perundang-undangan tentang perikanan. Sehingga Indonesia 

dapat memiliki kekuasaan untuk bertindak terhadap pelaku tindak pidana IUU 

Fishing dengan menggunakan hukum nasional. Indonesia merupakan negara 

hukum sehingga segala sesuatu hal yang ada di Indonesia terdapat peraturan yang 

mengatur baik dalam Undang-Undang Dasar beserta seluruh perundang-undangan 

yang ada dibawahnya. Pernyataan bahwa Indonesia dinyatakan sebagai negara 

hukum di tetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 3 yang 

berbunyi; 

“Negara Indonesia adalah negara hukum.”7 

 Suatu negara hukum tidak hanya mencakup penyelenggaraan negara saja, 

melainkan juga kehidupan bermasyarakat. Konsep negara hukum bagi Indonesia 

juga dipengaruhi oleh Pancasila. Pancasila yang terdiri dari lima sila yakni 

Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan 

Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam 

 
 7 Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3).  
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Permusyawaratan perwakilan dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.8 

Indonesia sebagai Negara Hukum diharuskan dijalankan dengan menggunakan 

aspek ketuhanan, kemanusiaan,persatuan, permusyawaratan dan keadilan.  

 Pancasila menjadi suatu solusi untuk mengatasi pergeseran nilai-nilai 

Pancasila dalam kehidupan berbangsa. Dalam Pancasila dapat menjadi dasar 

untuk mengidentifikasi bagaimana hukum nasional dibuat agar tidak melenceng 

dari dasarnya. Hal ini dapat diintegrasikan bahwa Pancasila dengan undang-

undang tentang perikanan merupakan implementasi dari sila kedua dan kelima. 

Pada sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab dapat diartikan 

bahwa didalam suatu negara terkandung nilai-nilai kemanusiaan yang diterapkan 

dalam kehidupan sehari-hari.9 Nilai-nilai kemanusiaan tersebut diterapkan oleh 

manusia sebagai mahluk sosial untuk berlaku adil dan saling menghormati. 

Sedangkan dalam sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat 

Indonesia menggambarkan bahwa setiap manusia memiliki hak dan kewajiban 

yang sama dimata hukum.10 Penerapan sila kelima memerlukan kesadaran seluruh 

masyarakat termasuk pemerintah untuk menghormati dan menjaga hak dan 

kewajiban secara adil bagi sesama. Dengan kedua diterapkannya sila tersebut, 

terciptanya undang-undang tentang perikanan diharapkan dapat mengayomi para 

 
 8 Zulkarnain Ridlwan, "Negara Hukum Indonesia Kebalikan Nachtwachterstaat", Fiat 

Justitia Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 5 No. 2 (Mei-Agustus 2012), hlm. 9 

 9 Ratna Sari Dan Fatma Ulfatun Najicha, "Memahami Nilai-Nilai Pancasila Sebagai 

Dasar Negara Dalam Kehidupan Masyarakat", Harmoni, Vol.7 No.1 (Mei 2022), hlm. 3  

 10 Wulan Nurafifah Dan Dinie Anggraeni Dewi, "Implementasi Nilai-Nilai Pancasila 

Dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, Dan Bernegara", Jurnal Penelitian Pendidikan 

Pancasila Dan Kewarganegaraan, Vol. 1 No. 4 (April 2021), Hlm. 5.  
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nelayan yang tertindas karena sumber daya ikannya terdampak oleh illegal fishing 

dari negara asing. 

 Dengan luasnya wilayah perairan Indonesia, banyak sekali terjadi tindak 

pidana salah satunya aktivitas Illegal Fishing Adapun yang kedapatan di 

Indonesia adalah eksploitasi lintas negara terorganisir di bidang perikanan atau 

Transnational Organized Fisheries Crime. Kejahatan Transnasional yang terjadi 

di Perairan Indonesia akan ditindak dengan undang-undang yang berlaku di 

Indonesia. Penyataan tersebut termaktub pada Pasal 4 Undang-Undang No. 1 

Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  bahwasanya: 

 “Ketentuan pidana dalam Undang-Undang berlaku bagi setiap orang yang 

melakukan; (a) Tindak Pidana di Wilayah Negara Kesatuan Republik 

Indonesia; (b) Tindak pidana di Kapal Indonesia atau di Pesawat Udara 

Indonesia; atau (c) Tindak pidana di bidang teknologi informasi atau 

tindak pidana lainnya yang akibatnya dialami atau terjadi di wilayah 

Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di Kapal Indonesia dan di 

Pesawat Udara Indonesia.”11 

 Dengan itu, Kejahatan transnasional yang terjadi di wilayah Indonesia 

akan ditindak oleh Indonesia. Transnational Organized Fisheries Crime di 

wilayah Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia sangatlah merugikan. Tindak pidana 

ini mengusik otoritas negara, terutama kontrol ekonomi, karena memutus dunia 

pemeliharaan perikanan dan industri perikanan. Alih-alih kejahatan ini akan 

profitable bagi industri pengolahan negara lain dan merugikan nelayan 

tradisional.12 Dampak lain kegiatan ini adalah rusaknya biota laut, lingkungan 

 
 11 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 

Pasal 4. 

 12 Yussuf Solichien M., Peran Negara Dalam Memberantas Illegal Fishing, (Jakarta: 

Kata Hasta Pustaka, 2021). hlm 5. 
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rusak akibat pengambilan ikan menggunakan alat yang dilarang. Kegiatan Illegal 

Fishing dikerjakan sebagian besar oleh nelayan-nelayan asing yang melanggar 

batas wilayah Indonesia. Nelayan asing pelaku IUU Fishing kebanyakan direkrut 

dari negara yang kurangnya lowongan pekerjaan.13 Maka dari itu, Pemerintah 

dalam menanggulangi Illegal Fishing membentuk Undang-Undang No.31 Tahun 

2004 juncto Undang-Undang No.45 Tahun 2009 mengenai perikanan yang 

menjadi fundamental demi menanggulangi illegal fishing.  

 Perairan Indonesia menjadi target Illegal Fishing sebab kaya akan sumber 

daya lautnya. Banyak nelayan dari luar wilayah nekat melakukan Illegal Fishing. 

Tetapi, para pelaku pengambilan ikan yang sering melakukan kegiatan tersebut 

banyak dari pihak asing.14 Sehingga undang-undang memberikan otoritas penyidik 

untuk dapat menjalankan tindakan khusus berupa pembakaran atau 

penenggelaman kapal asing sesuai bukti permulaan yang cukup dalam rangka 

pemberian efek jera. Sanksi tersebut terdapat di Undang-Undang No.45 Tahun 

2009 tentang Perikanan dalam Pasal 69 (4) berisi: 

“Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) 

penyidik dan/atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus 

berupa pembakaran dan/ atau penenggelaman kapal perikanan yang 

berbendera asing berdasakan bukti permulaan yang cukup.”15 

 
 13 Mary Ann Palma, Promoting Sustainable Fisheries: The International Legal And 

Policy Framework To Combat Illegal, Unreported And Unregulated Fishing, (Leiden:Martinus 

Nijhoff Publishers, 2010), hlm 11. 

 14 Simela Victor Muhammad. “Illegal Fishing Di Perairan Indonesia: Permasalahan Dan 

Upaya Penanganannya Secara Bilateral Di Kawasan”. Jurnal Politica. Vol 3, No. 01. (Mei 2012). 

hlm 60. 

 15Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan, Pasal 69 ayat (4)  



7 

 

 Dengan pasal tersebut kemudian dilengkapi oleh peraturan Menteri 

kelautan dan Perikanan Nomor 24/ PERMEN-KP/2020 Tentang Organisasi Tata 

Kerja Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Illegal 

fishing) perihal kewenangan melakukan penyelidikan hingga eksekusi putusan 

pengadilan oleh satuan tugas pemberantasan penangkapan ikan secara illegal yang 

kemudian disebut dengan Satgas dengan bunyi pasal 2 seperti dibawah ini; 

“Satgas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 bertugas mengembangkan 

dan melaksanakan operasi penegakan hukum dalam upaya pemberantasan 

penangkapan ikan secara ilegal di wilayah laut yurisdiksi Indonesia secara 

efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil dan 

peralatan operasi, meliputi kapal, pesawat udara, dan teknologi lainnya 

yang dimiliki oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, Tentara Nasional 

Indonesia Angkatan Laut, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan 

Keamanan Laut, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Satuan Kerja 

Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, PT. 

Pertamina, dan institusi/lembaga terkait lainnya.”16 

 Memakai Undang-Undang dan Peraturan tersebut kapal asing yang telah 

diputuskan pengadilan bahwa melakukan pelanggaran akan dijatuhi hukuman 

yang sesuai Undang-Undang Perikanan. Undang-Undang ini juga diatur 

mengenai sanksi yang akan diberikan kepada nelayan asing yang melakukan 

Illegal fishing di perairan Indonesia. Salah satunya yang penulis garis bawah 

adalah mengenai penenggelaman kapal pada pasal 69 undang-undang perikanan. 

Dengan pasal tersebut negara dapat melakukan penenggelaman kapal berdasarkan 

bukti permulaan yang cukup. Namun kenyataannya dengan sanksi yang cukup 

berat masih banyak terjadi illegal fishing di wilayah Indonesia yang banyak 

dilakukan oleh nelayan Malaysia, Vietnam dan Filiphina. Selain itu, Menurut 

 
 16 Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 24/Permen-Kp/2020 Tentang 

Organisasi Tata Kerja Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Illegal 

Fishing), Pasal 2. 
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pernyataan Direktorat Jenderal Pengawas Sumberdaya Kelautan dan Perikanan 

menyatakan tidak lagi memusnahkan kapal pencuri ikan dengan cara 

ditenggelamkan namun kapal sitaan akan diserahkan ke nelayan lokal. Sehingga 

sudah berbeda dengan yang ditetapkan oleh undang-undang Nomor 45 Tahun 

2009 tentang perikanan.  

 Pada Tahun 2022 telah tercatat sebanyak 97 kapal yang melakukan Illegal 

Fishing di Indonesia yang didalamnya termasuk kapal negara asing. Tindak 

pidana Illegal Fishing yang dilakukan berupa pengulangan oleh nelayan atau 

perbuatan baru Illegal fishing oleh pihak asing perlu diamati dan dipertegas 

penegakan hukumnya. Penegakan hukum yang lemah mengakibatkan kerugian 

negara baik secara ekonomi dan lingkungan serta berdampak pada kedaulatan 

negara.17 Sehingga, Penegakan hukum menjadi masalah penting, kondisi 

penegakan hukum yang masih lemah dengan dibuktikan dengan kejahatan Illegal 

Fishing yang masih banyak terjadi di wilayah perairan Indonesia.  

 Melihat hal tersebut, Penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih 

lanjut bagaimana penegakan hukum di Indonesia dalam menghadapi Illegal 

Fishing sebagai kejahatan transnasional ditinjau dari hukum laut internasional. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka yang menjadi pokok pembahasan dalam 

penelitian ini adalah: 

 
 17 Samsul Wahidin, Dimensi Hukum Perikanan Dalam Prespektif Lingkungan Hidup: 

Implementasi, Kendala Dan Solusi, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2019), hlm 14. 
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1. Bagaimana perkembangan penegakan hukum Transnational Organized 

Fisheries Crime tentang Illegal, Unregulated and Unreported Fishing di 

Wilayah Perairan Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia? 

2. Bagaimana penanganan Illegal, Unregulated and Unreported Fishing di 

Indonesia jika ditinjau dari hukum laut internasional? 

C. Tujuan dan Kegunaan 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian adalah: 

a. Untuk menganalisis perihal penegakan hukum dari penanganan IUU 

Fishing di Indonesia yang dilandasi dari Undang-Undang Nomor 45 

Tahun 2009 tentang perikanan. 

b. Untuk mengetahui dan mengidentifikasi perkembangan 

penanggulangan IUU Fishing di Indonesia dengan prespektif hukum 

laut internasional. 

2. Kegunaan Penelitian 

Adanya penulisan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan 

baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut 

a. Kegunaan Teoritis 

Penulisan penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu 

kajian teoritis, sehingga memberikan kontribusi dalam bidang hukum 

pidana serta dapat menjadi bahan informasi ilmiah yang dapat 

digunakan untuk melakukan kajian. 

b. Kegunaan Praktis 
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Pelaksanaan penelitian dapat menjadi acuan praktis untuk memberikan 

wawasan dan pengetahuan atas perkembangan hukum Indonesia 

mengenai IUU Fishing. 

D. Telaah Pustaka 

Demi menghindari pembahasan yang sama dengan penelitian yang terdahulu, 

penulis akan menelaah karya tulis seperti skripsi, tesis dan jurnal sebagai berikut: 

 Tesis Zaki Mubarok yang berjudul “Illegal, Unreported and Unregulated 

Fishing and Transnational Organized Fisheries Crimes: Prespectives of Legal 

and Policy Measures of Indonesia”. Tesis ini meneliti mengenai permasalahan 

dari Global Maritime Fulcrum perihal IUU Fishing sebagai Transnational 

Organized Crime dan meneliti bagaimana peraturan yang ada dimanfaatkan untuk 

menanggulangi IUU Fishing dari prespektif hukum Indonesia. Dalam tesis ini 

lebih dianalisis mengenai praktik Indonesia menyelesaikan masalah IUU Fishing 

dari masalah domestik dan internasional serta dilakukan observasi apakah hukum 

yang ada sudah dapat dimanfaatkan dengan baik atau tidak.18 Perbedaan dengan 

penyusunan skripsi ini adalah pada kajian yang berupa hukum nasional kemudian 

perkembangannya akan ditinjau dari hukum laut internasional sedangkan tesis 

diatas secara keseluruhan menggunakan campuran hukum baik nasional dan 

internasional. 

 Tesis dari Ahmad Almaududy Amri berjudul “Maritime Security 

Challenges in Southeast Asia: Analysis of International and Regional Legal 

 
18 Zaki Mubarok, “Illegal, Unreported And Unregulated Fishing And Transnational 

Orgaized Fisheries Crimes: Perspectives Of Legal And Policy Measures Of Indonesia”, (Tesis 

Faculty Of Law, Humanity And Arts University Of Wollongong 2019), hlm 8. 
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Frameworks”. Tesis ini menganalisis mengenai kerangka hukum yang berlaku 

secara internasional dan regional dalam menangani ancaman terkait bidang 

maritim di Asia Tenggara.19 Dalam tesis ini pembahasan hanya dibatasi pada 

beberapa ancaman saja seperti pembajakan, terorisme maritim, penyeludupan 

manusia, IUU Fishing, dan pencemaran laut yang disebabkan oleh pengeboran 

minyak lepas pantai atau aktifitas gas dilaut. Selain itu dibahas juga mengenai 

kelemahan instrumen hukum yang diterapkan di tingkat internasional ataupun 

regional. Tesis ini mengidentifikasi pentingnya negara untuk bekerja sama dengan 

satu sama lain dalam menciptakan atau meratifikasi hukum yang dapat 

melindungi sumber daya laut. Perbedaan dengan penelitian skripsi ini terdapat 

pada subjek penelitian yang lebih sempit yakni hanya terfokus pada 

perkembangan hukum Indonesia terhadap IUU Fishing. Pemaparan pembahasan 

penelitian hanya pada lingkup tindak pidana IUU Fishing.  

 Skripsi Seftiyan Alhadi dengan judul “Implementasi Konvensi Hukum 

Laut 1982 Tentang Illegal, Unreported and Unregulated Fishing di Indonesia”. 

Dalam skripsi ini dibahas mengenai bagaimana upaya pemerintah untuk 

memberantas tindakan IUU Fishing di Indonesia. Dengan menggunakan Undang-

Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan lalu dihadapkan dengan 

implementasi UNCLOS 1982.20 Penerapan UNCLOS di Indonesia dilakukan 

melalui proses ratifikasi dari konvensi internasional kemudian dimasukan 

 
19 Ahmad Almaududy Amri, “Maritime Security Challenges In Southeast Asia: Analysis 

Of International And Regional Legal Frameworks”, (Tesis Australian National Centre For Ocean 

Resources And Security University Of Wollongong 2016), hlm 14. 

20 Seftiyan Alhadi, “Implementasi Konvensi Hukum Laut 1982 Tentang Illegal, 

Unreported And Unregulated Fishing Di Indonesia”, (Skripsi Fakultas Hukum Universitas 

Sriwijaya 2018), hlm.18. 
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kedalam hukum nasional. Perbedaannya terdapat pada pengamatan, pada skripsi 

tersebut pengamatan yang dilakukan lebih kepada implementasi UNCLOS di 

Indonesia, Sedangkan penulis menganalisis bagaimana penegakan hukum 

Indonesia terhadap IUU Fishing dengan hukum laut sebagai pembanding. 

 Skripsi dari Kathleen Mintarja yang berjudul “Upaya Pemerintah 

Indonesia Mencapai Target SDGs 2030 Terkait Ketahanan Pangan Melalui 

Pemanfaatan Sektor Kelautan dan Perikanan Era Presiden Joko Widodo I (2014-

2019)”. Skripsi ini mendeskripsikan upaya kementerian kelautan dan perikanan 

dalam mewujudkan ketahanan pangan dari sisi tinjauan SDGs poin 2 dan poin 14. 

Analisis faktor ketahanan pangan menggunakan konsep kepentingan nasional 

dengan mengacu pada konsep kedaulatan, keberlanjutan, dan kesejahteraan 

masyarakat. Fungsi dari identifikasi ini untuk melihat seberapa jauh pemerintah 

melaksanakan program untuk meningkatkan ekonomi dan sumber daya laut.21 

Perbedaan dengan penelitian penulis terdapat pada fokus pembahasan yang lebih 

condong pada hukum yang berlaku sekarang dengan proses penegakan hukumnya 

dari tinjauan hukum laut internasional. 

 Jurnal dari Ioannis Chapsos dan Steve Hamilton yang berjudul “Illegal 

Fishing and Fisheries Crime as a Transnational Organized Crime in 

Indonesia”.22 Dalam jurnal mengidentifikasi perihal IUU Fishing dan kejahatan 

perikanan yang digolongkan dalam Transnational Organized Crime. Hasil 

 
21 Kathleen Minarja, “Upaya Pemerintah Indonesia Mencapai Target Sdgs 2030 Terkait 

Ketahanan Pangan Melalui Pemanfaatan Sektor Kelautan Dan Perikanan Era Presiden Joko 

Widodo I (2014-2019)” (Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Katolik 

Parahyangan 2019), hlm. 15. 

22 Ioannis Chapsos Dan Steve Hamilton, “Illegal Fishing And Fisheries Crime As A 

Transnational Organized Crime In Indonesia”, Springer Nature, 2018. 
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penelitian jurnal ini mengulas tentang illegal fishing industry yang 

membahayakan sektor perikanan. Selain pembahasan mengenai illegal fishing 

dipaparkan pula beberapa kejahatan yang memanfaatkan sektor perikanan seperti 

penyeludupan, human trafficking dan kerja paksa. Perbedaan dari penelitian ini 

terdapat pada pembahasan yang terfokus hanya kepada sektor illegal fishing yang 

dilakukan oleh kapal asing yang kemudian dijatuhi pidana seperti dilakukan 

penenggelaman kapal dan bagaimana perkembangan akibat hukumnya. 

E. Kerangka Teori 

1. Teori Kedaulatan 

Kedaulatan merupakan terjemahan dari sovereignty. Menurut Jean Bodin, 

kedaulatan termasuk kedalam atribut negara dan hal pokok kesatuan politik 

negara tersebut.23 Dalam kedaulatan terdapat karakteristik yang mengandung 

suatu kekuasaan bersifat sebagai berikut: 

a. Asli, kedaulatan terbentuk tidak dari turunan kekuasaan lain. 

b. Tertinggi, berarti tidak ada kekuasaan lain yang dapat membatasi atau 

mengurangi kekuasaan suatu kedaulatan. 

c. Abadi atau Kekal 

d. Tidak dapat dibagi sebab merupakan kekuasaan tertinggi. 

e. Tidak dapat diserahkan atau dipindahkan ke badan lain. 

Kedaulatan dapat dikatakan sebagai kekuasaan tertinggi negara. 

Kedaulatan memiliki dua aspek yakni internal dan eksternal. Aspek Internal 

menjelaskan mengenai kedaulatan menjadi kekuasaan tertinggi yang 

 
23 Indra Syahputra, “Kedaulatan Hukum”, Makalah disampaikan dalam website 

Universitas Eka Sakti, hlm 1.  
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mengatur sesuatu yang ada di batas-batas wilayah. Sedangkan Aspek 

Eksternal, kedaulatan bergerak menjadi kekuasaan tertinggi untuk 

mengadakan hubungan internasional maupun mengatur segala sesuatu yang 

berada atau terjadi diluar wilayah sepanjang permasalahan yang diatur masih 

memiliki kaitannya dengan kepentingan negara. 

Menurut Mochtar Kusumaatmadja, kedaulatan menjadi suatu sifat dari 

suatu negara yang berdaulat dengan batas-batas wilayahnya.24 Penelitian 

penulis akan menggunakan teori kedaulatan hukum yang mengatur tentang 

segala sesuatau yang berhubungan antara penguasa dan rakyatnya mengacu 

pada aturan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Kedaulatan hukum 

dapat juga disebut sebagai kedaulatan yang berasal dari hukum yang berlaku 

di suatu negara. Kekuasaan dari kedaulatan timbul dari hukum yang berlaku 

sebab hukum menjadi sumber dari kekuasaan negara. 

Kedaulatan Negara dapat menjadi kekuasaan tertinggi untuk membuat 

undang-undang serta melaksanakan undang-undang atau peraturan tersebut 

dengan berbagai cara. Kedaulatan adalah hal yang memiliki konsep yuridis 

dan konsep kedaulatan tidak selalu sama dengan konsep kekuasaan politik.25 

Kedaulatan juga tidak ada yang bersifat mutlak sebab setiap pemimpin negara 

yang melaksanakan sebuah kedaulatan pasti terpengaruh oleh tekanan atau 

faktor yang membatasi pelaksanaan kekuasaan mutlak. 

2. Teori Penegakan Hukum 

 
24 Ibid., hlm. 2.  

25 Ni’matul Huda, Ilmu Negara. (Depok: Rajawali Pers,2019), hlm 49. 
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Penegakan hukum merupakan proses ditegakannya atau upaya 

menegakan norma hukum sebagai pedoman berperilaku dalam 

bermasyarakat.26 Penegakan hukum menjadi suatu usaha untuk mewujudkan 

ide-ide tentang kepastian hukum dan keadilan. Menurut Satjipto Raharjo, 

penegakan hukum merupakan wujud usaha dalam mengubah ide dan konsep 

menjadi kenyataan. Secara konsepsional, inti dari penegakan hukum terletak 

pada kegiatan menyerasikan nilai dan mempertahankan kedamaian. Dalam 

penelitian ini, Penegakan hukum pidana yang menjadi fokus kerangka 

pembahasan. Penegakan hukum pidana yaitu usaha mewujudkan ide tentang 

keadilan dalam hukum pidana dengan memperhatikan kepastian hukum dan 

kemanfaatan sosial. 

Dalam penegakan hukum dapat ditinjau dari dua sisi yakni sisi subjeknya 

dan sisi objeknya. Peninjauan dari sudut subjeknya, penegakan hukum dapat 

dilakukan secara luas oleh seluruh subjek hukum disetiap hubungan hukum 

dan aparatur penegakan hukum memastikan dan meneliti bahwa sebuah 

aturan hukum berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Sedangkan dari sudut 

objeknya, penegakan hukum didalamnya terkandung nilai keadilan dalam 

bunyi peraturan formal dan nilai yang berkembang dimasyarakat perihal 

penegakan aturan.27 Secara garis besar penegakan hukum menjadi dasar 

pedoman dalam berbuat perbuatan hukum oleh subjek hukum atau aparatur 

penegak hukum yang menjalankan kewenangannya. 

 
 26 Jimly Asshiddiqie, “Penegakan Hukum”, Makalah disampaikan dalam website 

www.Jimly.Com, hlm. 1 

27 Ibid., hlm. 1-2. 
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Penegakan hukum memiliki faktor-faktor yang mempengaruhi untuk 

menyelesaikan pokok permasalahannya. Adapun faktor-faktor tersebut 

sebagai berikut:28 

a. Faktor Hukum 

Penyelenggaraan hukum sudah seharusnya memahami sebuah aturan 

bukan lagi law enforcement tetapi sebagai peace maintenance. 

b. Faktor Penegak Hukum 

Faktor ini menjadi salah satu hal terpenting sebab terkait dengan subjek 

hukum. Penegak hukum berperan penting dalam perencanaan hingga 

pelaksanaan. Penilaian efektifitas penegak hukum dinilai dari 

koordinasi yang dilakukan kepada penegak hukum setelah peraturan 

ditetapkan.29 

c. Faktor Sarana 

Sarana atau fasilitas bertindak sebagai pendukung jalannya suatu 

kebijakan.  

d. Faktor Masyarakat 

Penegakan hukum memerlukan wilayah hukum dalam penegakannya. 

Mayarakat menjadi lingkungan dimana hukum tersebut berlaku. Faktor 

masyarakat berkaitan dengan faktor kebudayaan dimana terdapat 

budaya hukum sebagai nilai yang berkaitan dengan hukum. 

 
28 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,(Depok: 

Rajawali Press,2021), hlm 8. 

29 Sri Mulyani, “Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Menurut Undang-Undang 

Dalam Prespektif Restoratif Justice”, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol. 16 No. 3, 

(September 2016), hlm. 343. 
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Asas-asas penegakan yang menjadi pelengkap penulisan adalah asas 

legalitas, asas subsidair dan asas proporsionalitas. Pengertian asas-asas 

tersebut sebagai berikut: (a) Asas legalitas yang termuat dalam Pasal 1 ayat 1 

Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana. Asas legalitas ini diasumsikan bahwa hukum pidana akan bekerja jika 

perbuatannya telah diatur terlebih dahulu dalam undang-undang. Penerapan 

asas legalitas dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana berlaku mutlak dan kaku, tidak berlaku 

surut, dan menekankan pada perlindungan hak asasi pelaku;30 (b) Asas 

Subsidair, diperuntukan bahwa penerapan hukum pidana digunakan untuk 

menanggulangi kejahatan dan menjadikan penjatuhan sanksi menjadi 

alternatif kedua; (c) Asas proporsionalitas, asas ini mendasarkan pada 

proporsional antara kepentingan masyarakat, kepentingan negara, dan 

kepentingan pelaku tindak pidana dan kepantingan korban.31   

Penegakan hukum tidak hanya semata-mata berarti pelaksanaan 

perundang-undangan. Penegakan hukum menjadi upaya manusia untuk 

menertibkan lingkungannya.32 Pelaksanaan suatu peraturan berkaitan 

langsung dengan masyarakat sekitar. Dengan demikian, suatu peraturan 

 
 30 Asep Suherman, “Esensi Asas Legalitas Dalam Penegakan Hukum Pidana Lingkungan 

The Essence Of The Principle Of Legality In Enforcement Of Environmental Criminal Law”, 

Jurnal Bina Hukum Lingkungan, Vol. 5, No.1, (Oktober 2020), Hlm 5. 

 31Asas Proporsionalitas, https://Dspace.UII.ac.id/Bitstream/Handle/123456789/961/05.2 

%20bab%202.Pdf?Sequence=9&Isallowed=Y Diakses Pada 16 Januari 2023  

 32 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan 

Hukum.(Depok:Rajawali Pers.2021), Hlm. 7.  
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dibentuk sebagai sarana mengayomi masyarakat, maka dari itu dibutuhkan 

kesadaran dari masyarakat dalam menaatinya. 

3. Teori Keadilan 

Keadilan menjadi salah satu susunan dasar dalam masyarakat sebab 

pengaruh dasar yang berimbas pada prospek kehidupan individu. Theory of 

Justice menurut John Rawls, Keadilan merupakan bentuk kebenaran dari 

suatu intansi sosial seperti halnya kebenaran dari sistem pemikiran.33 

Menurutnya, suatu hukum dan institusi walaupun dinilai efisien dan berjalan 

selayaknya namun jika dengan adanya hukum atau institusi tersebut 

menyebabkan ketidakadilan maka harus dihapuskan dan diperbaiki. Dalam 

keadilan terdapat subjek utama yakni masyarakat dan lembaga yang 

menyalurkan atau memberikan hak dan menentukan tugas dalam menegakan 

justice as fairness. Justice as Fairness atau keadilan sebagai keadilan 

dibentuk atas konsep keadilan yang mengatur kritik dan reformasi suatu 

institusi. Terbentuknya konsep keadilan membuat asumsi untuk dibentuknya 

konstitusi dan badan legislatif pembuat undang-undang. Keadilan harus 

dipikirkan secara rasional dan tidak saling memihak terhadap para pihak.34 

Tujuan dari adanya teori keadilan ini merepresentasikan alternatif dari 

pemikiran secara umum bahwa keadilan harus mewakili moral dasar dari 

 
33 John Rawls, A Theory of Justice, (Cambridge:Harvard University Press, 1971), hlm. 3. 

34 Ibid., hlm.12. 
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struktur sosial. Dalam keadilan terdapat prinsip, prinsip-prinsip tersebut 

sebagai berikut;35 

a. Prinsip kebebasan yang sama, keadilan dengan prinsip ini berperan 

dalam kebebasan peran serta individu dalam kehidupan berpolitik 

seperti hak bersuara dan hak mencalonkan diri di dalam pemilihan. 

Selain itu, Setiap individu berhak memiliki kebebasan pers serta 

beragama. Dalam penerapan prinsip ini terdapat juga hak untuk 

mempertahankan hak milik. 

b. Prinsip perbedaan, prinsip ini berlaku dalam perbedaan sosial dan 

ekonomi yang harus diatur agar memberikan manfaat bagi mereka yang 

kurang beruntung. 

c. Prinsip persamaan yang adil atas suatu kesempatan, setiap individu 

memiliki peluang yang sama dalam mencapai kesejahteraan dan 

pendapatan. 

Dengan demikian, penerapan dari teori keadilan berperan penting 

Menyusun struktur masyarakat demi memperbaiki keadilan dalam hukum 

ataupun instansi dengan berpikir secara rasional dan tidak berpihak. 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

kepustakaan (library research). Penelitian kepustakaan ini digunakan sebab 

 
35 Damanhuri Fattah, “Teori Keadilan Menurut John Rawls”, Jurnal TAPIs, Vol.9 No.2, 

(Juli-Desember 2013), hlm. 35-36. 
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penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder.36 

Data sekunder yang digunakan meliputi Undang-Undang, Dokumen 

pemerintah dan buku. 

2. Sifat Penelitian 

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian deksriptif 

dilakukan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan sesuatu ditempat 

tertentu. 37 Sifat penelitian digambarkan dengan melakukan pemaparan objek 

yang akan ditinjau terkait dengan penegakan hukum mengenai illegal fishing 

oleh nelayan asing yang masih sering terjadi di wilayah perairan Indonesia. 

Kemudian dengan memperhatikan objek akan dilanjutkan analisis terhadap 

data wawancara dengan berbagai faktor permasalahan dan kesesuaian 

bahasan. 

3. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan menggunakan pendekatan yuridis-normatif. 

Pendekatan ini menekankan pada penelitian hukum normatif yang 

penelitiannya banyak menggunakan data sekunder.38 Data yang diambil 

terkait dari Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan yang 

masih terdapat perbedaan dengan apa yang terjadi saat ini terkait dengan 

penegakannya.  

4. Sumber Data 

 
36 Suratman dan Philips Dillah, Metode Penelitian Hukum, (Bandung: Alfabeta, 2020), 

hlm. 51. 

37 Ibid., hlm. 47.  

38 Ibid., hlm. 66. 
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Penyusunan untuk mendapatkan data yang objektif, maka pengumpulan data 

dilakukan dengan cara:39 

a. Sumber Data Primer 

Data Primer merupakan informasi valid dan asli yang digunakan 

sebagai sumber utama penelitian. Data Primer dapat diperoleh dari 

wawancara dengan Pengawas Perikanan Direktorat Jenderal Pengawas 

Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. 

b. Sumber Data Sekunder 

Bahan hukum yang digunakan terdiri dari;40 

1) Bahan Hukum primer, meliputi;  

a) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan 

b) Konvensi Hukum Laut 1982 

c) Peraturan Menteri Nomor 24/PERMEN-KP/2020 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Satuan Tugas Pemberantasan 

Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Illegal Fishing) 

2) Bahan Hukum Sekunder diperoleh dari bahan pustaka yang 

memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti 

buku, jurnal, artikel yang berkaitan dengan objek yang diteliti. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan 

wawancara, sebagai berikut: 

 
39 Ibid., hlm. 106. 

40 Ibid., hlm. 67. 
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a. Studi Kepustakaan dilakukan dengan mempelajari bahan hukum 

sekunder. Bahan dasar dari studi kepustakaan ini adalah bahan hukum 

primer dan bahan hukum sekunder.41 Bahan yang diambil dapat 

bersumber dari literatur, perundang-undangan, hasil penelitian, 

pendapat para ahli, internet dan dokumen dari Kementerian Kelautan 

dan Perikanan atau dari sumber lain berbentuk penelitian. 

b. Wawancara dilakukan dengan teknik interview dengan narasumber ahli 

yang menangani masalah tersebut.42 Wawancara dalam proses ini 

bertindak sebagai data primer. Subjek narasumber yang akan 

diwawancarai adalah Pengawas Perikanan Direktorat Jenderal 

Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. 

6. Analisis data 

Analisis data merupakan proses pengolahan data seorang peneliti dengan 

ketelitian dan pencurahan daya pikir yang optimal. Analisis yang digunakan 

dalam penelitian ini dilakukan dengan analisis kualitatif. Analisis kualitatif 

digunakan sebab data yang terkumpul tidak berbentuk angka dan 

pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara.43 Proses telaah 

dilakukan secara mendalam terhadap hasil wawancara dengan studi 

kepustakaan. Penyajian data dilakukan dari gambaran yang bersifat umum 

dan ditarik ke kesimpulan khusus. 

 
41 Ibid., hlm. 106. 

42 Ibid., hlm. 107. 

43 Ibid., hlm. 145. 
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G. Sistematika Pembahasan  

Sistematika pembahasan bertujuan untuk mempermudah pembaca dalam melihat 

isi dan gambaran secara garis besar mengenai tulisan ini. Dengan itu penyusun 

akan menyajikan sistematika sebagai berikut: 

 Bab Pertama adalah pendahuluan. Pendahuluan bertujuan untuk 

memberikan sebuah gambaran awal mengenai objek yang akan diteliti. Pada bab 

pertama ini dapat dikatakan sebagai bab pengantar untuk kemudian berlanjut ke 

pembahasan bab kedua. Bab pendahuluan berisikan latar belakang, rumusan 

masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, 

dan sistematika pembahasan.  

 Bab Kedua, berisi tinjauan umum penjelasan mengenai sektor kelautan 

dan perikanan di Indonesia. Selain itu akan dibahas bagaimana Indonesia 

hubungan Indonesia dengan negara-negara asing yang pernah melakukan Illegal 

fishing. Bab ini memuat juga bagaimana penjelasan mengenai pengaturan batas 

Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE). 

 Bab Ketiga, berisi pembahasan setelah membahas sektor kelautan dan 

perikanan secara umum kemudian ditarik ke topik yang lebih khusus mengenai 

permasalahan IUU Fishing yang di bab ini akan disinggung pula IUU Fishing 

tehadap Transnational Organized Fisheries Crime (TOFC) di Indonesia beserta 

dengan ancamannya ditinjau dari Peraturan Perundang-Undangan yang ada. 

 Bab Keempat, berisi analisis dari data yang dipaparkan pada bab 

sebelumnya yang kemudian di analisis lebih lanjut dengan tinjauan Hukum Laut 
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Internasional terhadap penegakan hukumnya. Identifikasi dilakukan secara runtut 

mulai dari peninjauan IUU Fishing dengan Hukum Laut Internasional 

 Bab Kelima adalah penutup. Penutup berisikan kesimpulan penulis terkait 

analisis yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya. Kesimpulan bertujuan 

untuk menjawab rumusan masalah. Setelah kesimpulan terdapat sub-bab saran 

dari peneliti. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Sesuai dengan hasil penelitian diatas, kesimpulan dari masalah yang terjadi 

sebagai berikut: 

1. Perkembangan penegakan hukum Illegal, Unregulated and Unreported 

Fishing sebagai Tranasnational Organized Fisheries Crime dilakukan oleh 4 

badan yakni PPNS Perikanan atau Ditjen PSDKP, TNI-AL, POLRI, dan 

Bakamla. Walaupun sudah dianggap cukup dalam penegakan hukumnya 

masih terdapat kendala-kendala yang terjadi pada koordinasi antar aparat 

biasanya bersifat teknis dan kesediaan sarana dan prasarana. Kebijakan yang 

diambil terkait dengan pemberian hibah kapal IUU Fishing ke nelayan lokal 

menjadi opsi. Tetapi penenggelaman kapal tetap dilakukan jadi tidak 

seluruhnya kapal akan dihibahkan. Penenggelaman kapal asing hanya akan 

diberlakukan kepada kapal yang melawan. Tindakan Indonesia dalam 

menangani IUU Fishing tidak hanya dengan Kerjasama antar negara tetapi 

juga dengan pembentukan regulasi. Regulasi yang dibentuk didalamnya juga 

mengikuti ketetapan internasional. Dengan diratifikasinya United Nations 

Convention on Law of The Sea atau UNCLOS kedalam Undang-Undang 

No.17 Tahun 1985 tentang UNCLOS membuat Indonesia memiliki 

kedaulatan untuk melakukan pemanfaatan dan pengelolaan terhadap sumber 

daya laut di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia sesuai dengan 

standar internasional.  
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2. Penanganan penegakan hukum kejahatan transnasional seperti IUU Fishing 

ditinjau dari hukum laut internasional bagi indonesia masih menjadi proses 

untuk bernegosiasi demi penanggulangan IUU Fishing yang berkaitan dengan 

negara-negara tetangga. Dalam Hukum Laut internasional atau UNCLOS 

dalam menentukan garis batas zona ekonomi eksklusif di tentukan untuk 

melakukan negosiasi untuk menemukan kesepakatan. Indonesia telah 

melewati berbagai cara penentuan dari batas-batas wilayah perairan dimulai 

dari pembuatan regulasi tentang wilayah negara dan pengaturan perikanan 

selain itu kerjasama pembentukan institusi seperti Regional plan of Action 

atau RPOA-IUU Fishing dan Asean Network to Combat IUU Fishing atau 

AN-IUU serta membentuk kerjasama bilateral dan trilateral dengan negara-

negara terkait demi menanggulangi Illegal, Unregulated, and Unreported 

Fishing. Dengan demikian, demi mempertahankan hak berdaulatnya 

indonesia melakukan diplomasi maritim dimulai dari kerjasama, patroli 

keamanan laut, dan menjatuhkan sanksi bagi pelaku kejahatan untuk 

melindungi sumber daya laut. 

B. Saran 

Penulis memberikan saran bagi Direktorat Jenderal Pengawas Sumber Daya 

Kelautan dan Perikanan sebagai berikut: 

1. Dalam pelaksanaan penegakan hukum IUU Fishing perlu upaya bersama 

dengan masyarakat untuk mensukseskan berjalannya peraturan. Penyuluhan 

tentang IUU Fishing dan dampaknya tampaknya harus dilakukan melihat 

masih awamnya masyarakat terhadap permasalahan tersebut. 
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2. Dengan melihat banyaknya nelayan Indonesia yang juga melakukan IUU 

Fishing di wilayah negara lain, Aparat pengawas perikanan sebaiknya juga 

memperhatikan dan mempelajari mengapa nelayan lokal masih banyak 

melakukan IUU fishing di luar wilayah Indonesia sedangkan pihak Ditjen 

PSDKP mengklaim bahwa sumber daya ikan di Indonesia masih tercukupi. 
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Humas Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan 

Perikanan, Tanggal 24 Maret 2023.  
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